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Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan
pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus
dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak.

Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian
jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan
pel aksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa segala bentuk perbuatan hukun
untuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu,
kepemilikan tanah secara nominee juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pokok
Agraria.

Tulisan ini memberikan penjelasan terkait proses balik nama dari nominee kepada Wajib Pajak dilakukan
pada Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pgjak dan
kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil atas kepemilikan bendatidak bergerak secara nominee
berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Pengampunan Pajak terkait dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif sedangkan metode analisis data
yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa
studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil dari penulisan tesisini adalah Kantor Pertanahan akan menggunakan Surat Pernyataan Notariil sebagai
dasar balik nama kepemilikan tanah tetapi Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

...... The Government of the Republic of Indonesiaratified the Tax Amnesty Law. In Article 15 of said law, it
is stipulated that the implementation of tax amnesty for the rights to land and/or building that are still
registered under a nominee must be transferred to the Taxpayer.

Thistransfer is conducted using a Notariil Statement. Such regulation is contrary to the Agrarian Law and
its supporting regulations, specifically regarding land registration, where it is stated that all forms of legal
actsfor the land transfer is based on a Deed made before a Land Officer. Furthermore, land ownership by a
nominee is prohibited by the Agrarian Law.

This thesis provide answer regarding process of transfer of ownership from anominee to a Taxpayer at the
Land Office in relation to the implementation of Article 15 of Tax Amnesty Law and the legal force of
Notariial Statement of nominee ownership.
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Thisthesis uses ajuridical-normative research method while the data analysis method used by the author isa
gualitative method, using data collection tools in the form of study documents or library materials.

The results of thisthesisis that the Land Office will use Statement L etter to transfer ownership but the
statement L etter does not ave legal binding power in connection with the prohibition of nominee ownership
of land.



